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WALIKOTA PALEMBAi"<IG 

PERATURAN WALJKOTA PALE!\-IBANG 

NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANG 

PERSYARAT A:-1, ~EKANISME DAN PROSED UR TETAI' 
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGi\RAN AJ'OTEK 

DENGAN RAHM.AT T UHAN YA:\'IJ~AHA £SA, 

W A L I K O T A P A L F, ~J 8 A N G, 

a. bahwa <lalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kola 
Palembang Nomor I Tahun 2000 tentang Pedornan Taia Laksana Pclayanan 
Umum, sebagai upaya tercapainya keseragaman tata laksana pelayru1an 
umum guna mcningkalkan nn11 u yang 111-:ndorong upaya cfcktilitas sistem 
dan tumbuhnya krcatifitas, prakarsa dan pcran s~rta masyarakat perlu 
dilaksanakan rangkairu1 kegiatan 1erpadu yang hersifat sederhana, terbuka, 
lancar, lepat, lengkap. terjangkau dan tidak disksiminatif ; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan pedoman yang 
jclas dalam pcmberian lzin Penyclenggaraan Apotek sebagai1nana diatur 
dcngan l'craturan D11cruh Korn l'alcmbani:; Nomor 6 Tahun 2002 tcnlang 
Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek jo. Peratuan Daerah 
Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2005, perlu menetapkan pengaturan 
mengenai Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin 
Penyelenggaraan Apotek; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pcrlu menetapkan 
Peraturan Wal ikota Palembang tc,1ta,1g Persyaratan, Mekanisme dan 
Prosedur Tetap Pemberian lzin Penyelenggaraan Apotek. 

I. U ndang-U ndang Nomor 28 Talmn 1959 ten tang Pembentukan Dae rah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (I.eon baran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara l\omor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 1992 tentang Kcschatan (lembaran 
Negara RI Tahun 1992 Nomor I 00. Tambahan Lembaran Negara 1 ::.imor 
3495); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumcn 
(Lembara.n Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembiran Negara 
Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan 
Perundang-Lmdangan (Lembaran Negarn RI T-'lhun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rl Nomor 4389); 

5. lJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerimahan Oaerah 
(Lembaran Negara TU Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menja<li Undang-Uodang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 



Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan 
,\ntara Pemerintuh Pusat dan Pemcrintah Dcarah (Lcmbaran Negara Rl 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RJ Nomor4438); 

7. Peraturan Pemerintah :--iomor 38 Tahun 2007 temang Pembagjan Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintab, Pemerintah Daerah Provinsi, dao 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembarnn Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82. Tambahan Lemharan Negara Nomor 4737 ); 

8. Peraturan Daerah Kota Palembang l\omor 2 Tahun 2001 tcntang 
Pembentukan. Kedudukan, Tugas Pokok. Fungsi dan Struktur Organisasi 
Dinas Daerah; 

9. Peraturan Dacrah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2002,io Pcrda Nomor 12 
Talrun 2005. tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek; 

I 0. Keputusan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Tugas, 
Wewenang dan r-ungsi \Vaki l \Valikota; 

11 . Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tugas, 
wewenang dan Fungsi Sekrctaris l)acrah dan ,'\sis1en Sekretaris Daerah 
Kola Palembang; • 

12. Keputusan Walikota J'alemban~ 'omor Tahun 2003 tentang Tugas, 
Wewenang dan Fung~i Kepala ' Dinas. Badan dan' Kamor di Jajaran 
Pemerintah Kola Palembang. 

MEMU T USKAN 

PERATURAN WALIKOTA PAL£1"IBA1'-G Tl!:NTANG PERSYARATAN 
MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP l'EMllF. RIAN lZIN 
PENYELENGGARAAN APOTEK. 

BAB I 

KET ENTUAN UMUM 

l'asal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud : 

I • Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah l'cmerintah Kota Palembang. 
3. Walikola adalah adalah Walikota Palembang. 
4. Waki l Walikota adalah Waki l Walikota Palembang. 
5. Sekrelaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang 
6. Dinas Kesehatan adalah Dinus Kesehatan Kola Palembang. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dioas Keseha1an Kola Palembang. 
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negarn atau 
daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, foma, 
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang scjenis, lembaga, dana 
pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 

9. Apotek adalah suatu tcmpat tertentu untuk melakukan pckcrjaan 
kefammsisan dan penyaluran perhekalan forn, asi kcpada masyurakat. 

I 0. Farmasis adalah meraka yang berdasarkan peraturan perundang - undarigan 
berlaku berhak nielakukan pekerjaan ke famiasian di Indonesia sebagai 
farn1asis. 
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11. Surat Izin Penyeleoggaraan Apoti.k yang selanjumya d.isingkat SIPA adalah 
surat izin yang diberikan oleh Walikota roelalui Kepala Dinas Kesehatan 
kepada farmasis untuk melaksanakan pengabdian profesi disuatu tenpat 
tertentu 

12. Farrnasis Pengelola Ap,)tek atlalah Farmasis yang telab diberi Surat Izin 
Praktek Fannasis yang selaujutnya disingkat SIPF. 

13. Asisten Fannasis Muda atau Madya adalah mereka yang berdasarkan 
peraturan perundaug - undangan yang berlaku berbak melakukan pekerjaan 
kefarrnasian sebagai Asisten Farmasis, <libawab pengawasan Farmasis. 

14. Resep adalah pcnnintaan tertul is dari Dokter Umum, Dokter Spcsialis dan 
Dokter Hewan kepada Fannasis pengelola Apotek untuk menycdiakan dan 
mcnycrahkan obat bagi pcndcrita scsuai kctenluan pcraturan pcrundang -
undangan yang berlaku 

I 5. Perbekalan fannasi adalah obat, bal1.1n ooat, ooat asli luciunasia ( obat 
trad isional ), bahan asli Indonesia ( bahan tradisional ), alat kcsehatan dan 
kosmetik. 

16. Golongan oba1 adalah pcnggolQngan yang <limaksudk,m untuk 
mcningkatkan k~aman~n dan kcj(µ.ft,m pcnggunaan scrta pengamanan 
d.ist1ibusi yang terdiri dari obat•l.Jbas, obat bebas terbatas, obat keras, 
psikolropika d1n narkot'ka 

17. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan 
kc1cn1uan pc.raturan pcrundang undang:m yang bcrlaku, obal yang tidak 
terdaflar dan obat yang kadar zal berkhasiatnya menyimpang lebih dari 20% 
dari batas kadar yang ditetapkan. 

18. Psikotropika adalah obal keras tertenlu berdasarkan ke1en1uan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku. 

19. Pcrlcngkapan apotek adalah sernua peralatan yang digun2kan untuk 
,ne[aksanakan pengelolaan apolek dan pelayanan fam1asis. 

20. Retribusi pcnyelenggaraan Apotek yang sclanjutnya disebut retribusi 
adalah retribusi atas jasa pembinaan, pcngaturan dun pengawasan 
penyelenggaraan Apotck yang di sediakan olch pcmerintah daerah dcngan 
mengaout prinsip - prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta 

21. Pcmeriksaa.n adalah serangkaian kegjman unruk mencari . mengumpulkau 
dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peratu:ran 
pcrundang- undangan retribusi Daerah. 

22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi DaeraJ1 adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pcgawai Negeri Sipil yang 
selanjuu,ya discbut Pcnyidik, untuk mencari sena mcngu111pulkan bukli 
yang dengan bukti itu membuat tcra.ng tiodak Pidana di bidang Retribusi 
Dacrah yang_ terjadi sena menemukan tcrsangka. 

BAB H 

PERIZINAN 

Pasal 2 

(I) Seliap orang atau badan yang menyelenggarakan Apotek hams memperoleb 
izin dari Walikota dan melakukan daftar ulang melalui Kcpala Dinas 
Kesehatan. 

(2) Scsuai dengon tugas dan fu11gsinya Dinas Kesehatan ditetapkan ,.:,agai 
Unit Kcrja yang melaksanakan proses pcnelitian admli'.istrasi dan 
penel itian teknis dalan rangka pemberian izio atau daftar ulang, sesuai 
dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam 
Pcraturan ini. 
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(I) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

Passi 3 

Proses penyelesaian permohonan iziu penyelenggaraan Apo1ek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l'eraturan ioi, dapat diselesaikan 
dalam jangka waktu 14 (empal bclas) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan yang lengkap dan memcnuhi syarat. 

Permohonan yang dapat diproses adalah permohonau yang telah dilengkapi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. 

Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi 
atau persyaratan tcknis akan diberi ta hukan kepada pcmohon secara tertulis 
dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari ke,:ja. 

l'asal 4 

Terhadap pcnnohonan yang mem1;1ihi persyararnn, dimima penetapannya 
kepada Wal ikota yang dituangka,i5/Jalam Keputusan Walikota tentang izin 
pcnydcnggaraan Apottk. 

Setelah ditetapki\nnya Kepurusan Walikota dimaksud, Kepala Dinas 
menerbitkau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

Apabila izin penye.lenggaraan Apotek asli sudah dit.etapkan oleh Walikota, 
pemohon membayar retribusi izin penye]enggaraan Apotek, kemudian 
ditcrbitkan Pctikan 17.in Penyelenggarnan Apotek yang ditandatangani o leh 
Kepala Dinas unluk disampaikan kepada pemohon. 

BAB Ill 

PERSY ARATA'.'/ 

Persyaratan adminilrasi pemberian izin penyelenggraan Apotek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayal ( I) Peraturan ini, dengau melampirkan : 

1. Mengaj ukan surat permohonan dengan mcn~isi formulir yang tel ah 
disediakan oleh Dinas Kesehamn dengan jelas, benar dan lengkap. 

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP} Pemohon. 
3. Photo copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU) 
4. Photo copy Surat lzin Usaha Perdagangan ( SIUP) 
S. Photo copy Surat lzin Praktek Pannasis 
6 . Sket Denah Bangunan 
7. Status bangunan dalam bentuk akle hak milik, sewa, kontrak 
8. Daftar Asisten Fannasis Muda atau Madya dengan mencantumkan alamat, 

tanggal lulus dan nomor Surat lzin Praktek Asisten Fam1asis Muda / 
Madya 

9. Daftar rincian alat per'.engkapan apotck 
I 0. Surat pemyataan dari Farmasis peogelola Apotek babwa tidak bekcrja 

tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak ma1tjadi Farmasis pcngelola 
Apotek di apotek laio 

11. Asli dan salinan poto kopi surat izin atasan bagi pemohon Pe~awai Negeri, 
anggota TNI dan Pegawai Instansi Pemerimah lainnya 

12. Rekomendasi dari Bl'C ISFJ Kota Palembang 
13. Pasphoto 4 x 6 = 2 Le111bar, 3 x 4 = l Lem bar 
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Pasal <, 

(1) lzin Penyelcnggaraan Apotek berlaku selama Apotck tcrscbut masi h 
rnenjalankan usahanya dengan kecenruan setiao 2 (dua) talllm harus 
melakuk,m daflar ula11g. 

(2) Permohonan pendaftaran ulang lzin Penyelenggaraan Apotek sebagaimana 
dimaksud rada aym ( I) l'a$al ini, diaj ukan 2 (dua) bulan sebelum 
bcrakhirnya masa izin di mabud dan harus mengajukan pcnnohonan daftar 
ulang izin penyelenggaraan Apotek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Peraturan ini. 

(3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterbitkan 
o lel1 Kepala Dinas. 

Pa, 7 

Penelilian dan penilaian tcrhadap pepHohonan ,zm penyelenggaraan apotek. 
hasi lnya d iluangkan dalam Serita Acara Pemeriksaan. 

BAH IV 

MEKANlSME DAN PROSEDUR TETAI' 
Pasal 8 

(I) Mekanisme pcmberia1 izin penyelenggaraan 1\potek adalah sebagai 
berikut: 

I. Pemohonan rnengajukan pem1ohona11 kepada Walikota melalui Kepala 
Dina5 dengan mengisi fonnul ir yang disediakan oleh Dioas Kcschatan 
d ilengkapi dengan pe1-syara1an sesuai denganketcntuan Peratman ini . 

2. Pcrrnohonon ynng pcrsyarata.nnya 1clah lcngkap di rcgistrasi pada 
Bagian Umum dan selanjutnya me!aui Kepala Sub Dinas Pelayanan 
Kesehalan diajukm1 kepada Kepala Dinas untuk pemeriksaan lokasi. 

3. Kcpala Sub Dinas Pe layanan l(P.~ehatan mengarahkan ioordinator 
lapangan untuk melakukan pemeriksaan lokasi kegiatan mel iputi 
kelengkapan tenaga dibidang farmasi, kelengkapan pcralatan fannasi 
dan per.;yarntan sa1:ita5i, yang hasilnya dituangkan dalam Bcrita Acara 
Pemeriksaan. 

, 
4. Permohonan yang sudah scsuai dcngan ketentuan diteniskan kepada 

Walikot.11 untuk mcndapa1kan pcrsctujuan bcrupa Keputusan Walikota, 
sedungkan pennohonan yang pad a waktu diadakan pemeriksaan 'okasi 
tidak memenuhi persyaratan ditunda dan dikembal ik:m kcpada 
pemohon un111k dilengkapi persyaratannya. 

5. Walikota menetapkan Keputusau tentang lzin Penyelenggaraan Apotek. 

6. Apabi la izin penyelcnggara Apotek telah dite.tapkan Walikota, pemohon 
membayar retri busi izin Penyelenggaraan Apo1ck, kemudian diterbitkan 
Petikan f.zi n Penyelenggaraan Apotek yang d itandatangani oleh Kepala 
Di.nos untuk disampaiknn kcpada pcmohoa 

(2) Mekanisme dari prosedur tetap pemberian izin penyelenggaraan Apotek 
adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercamum dalarn Lampiran 
dan merupakan bagiao yang cidak terpisahkan dengan Peraturrui ini. 
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BAU V 

KETENTUAN RETRfflUSI 

l'asal 9 

Seliap pemberian izin pcnyelengganian i\potck dikenakan retribusi berdasarkan ketenwan 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahtm 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi 
f>enyclcnggaraan /\potdc scbagaiman~. 1clat1 diubah dcngan Pcwtu,·an Daerah Kow 
Palembang Nomor 12 Tahun 2005, 

llAB VI 

PENUTUI' 

l'as:11 10 

Hal - hal yang bclum diatur dalam Pemuran ini,)tpiiujang rnengenai teknis pclaksanaan 
akan diatur tebih lanjut, dengan Kcputus:m Kepala Binas atas nanrn Wal ikota. 

Pasal 11 

Dengan ditetapkannya Pcraturan ini , mnka Keputusan Wi,likota Palembang N()mOr 30 
Tahun 2003 tentang Persyaratan. Mckanismc dan f'resedur Tetap Pembcrian !Lin 
P,•nveknla!~araan Apotek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 

l'asal 12 

f>eraturan ini mulai bcrlak11 sej,1k tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang dapat rncngctahuinya memcrintahkan pengundangan Peraturan ini, 
dcngan mcnem patkannya dalam Berita Daerah Kota Palembnag, 

1undan1ken di P-alombanQ 
,>ad• tonggol 1i - ) - 2008 

SEK~n ARI$ DAERAH ~:::. ., 

&l~ITA DA£11AH KOTA 'ALfMIIANn 
TAHUN 200$ NOMOR 11 

Ditet.tpkan di 
pada tanggal 

Palembang 

IJ- MClre.-1-

A I OTA 1' ALEMBANG, 

I EDDY S, TANA PUTRA 

2008 
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